
 
 

 
 
 
 

  

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI IV DPR RI 

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN) 

 

 

Tahun Sidang : 2017-2018 

Masa Persidangan : III 

Rapat  Ke- : 12 

Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari/tanggal           : Rabu, 24 Januari 2018 

Waktu : Pukul 10.00 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)                                           
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 

Acara : Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017, rencana pelaksanaan APBN 
Tahun 2018, temuan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa 
Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 dan isu-isu aktual bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan 

Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM. MBA. 

Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo 
Hadir      : A. 38 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI 

B. Hadir Pemerintah: 
1. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal);  
3. Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo. M.A. (Inspektur Jenderal); 
4. Dr. Ir. Ida Bagus Putera Parthama, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari); 
   5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem); 
6. Drs. M.R. Karliansyah, M.S. (Direktur Jenderal Pengendalian 

Pencemaran dan Kerusakan);  
   7. Dr. Ir. Hilman Nugroho, M.P. (Direktur Jenderal Pengendalian Daerah 

Aliran Sungai dan Hutan Lindung); 
     8. Rosa Vivien Ratnawati, SH., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan 

Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya); 
9. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 
 10. Ir. Helmi Basalamah, MM. (Kepala Badan Penyululuhan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia); dan 
 11. Ir. Hartono Prawiratmadja, M.Sc. (Sekretaris Badan Restorasi Gambut) 
 beserta jajarannya. 

 

I. PENDAHULUAN  
 

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 
rangka evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2017, rencana pelaksanaan APBN Tahun 2018, 
temuan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 
2017-2018 dan isu-isu aktual bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pada hari                       
Rabu tanggal 24 Januari 2018, dibuka pukul 15.00 WIB oleh Ketua Rapat                                              
Edhy Prabowo, MM. MBA. dan dinyatakan terbuka untuk umum. 



 
 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 
 
1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi serapan APBN dan capaian 

kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2017 
sebesar Rp5.882.379.339.966,- atau 90,82% dari pagu tahun 2017 sebesar 
Rp6.463.306.106.000,- serta meminta agar serapan anggaran pada APBN Tahun 
2018 dapat ditingkatkan. 
 

2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas program dan kegiatan dalam  APBN 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 sebesar 
Rp8.025.646.692.000,-. Selanjutnya Komisi IV DPR RI sepakat dengan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar APBN Tahun 2018 untuk 
memprioritaskan realisasi program kegiatan kerakyatan, kegiatan pecegahan 
kebakaran hutan dan lahan, serta penegakan hukum lingkungan hidup dan 
kehutanan.   
 

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 
membuat program dan anggaran dalam rangka restorasi dan revitalisasi sungai 
tercemar pada APBN Tahun 2018, khususnya sungai Citarum dengan melibatkan 
peran serta masyarakat di sekitar bantaran sungai. 
 

4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk 
meningkatkan serapan anggaran pada APBN Tahun 2018, selanjutnya Komisi IV 
DPR RI mendorong agar BRG memperluas kegiatan pemanfaatan lahan gambut 
dengan tanaman jenis holtikultura dan jenis tanaman kehidupan lainnya bersama 
masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut.  
 

5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk meningkatkan program perhutanan sosial dengan pembangunan demplot 
untuk tanaman kehidupan unggulan lokal di setiap provinsi dengan luas sekurang-
kurangnya 100 ha. 
 

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk 
menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan 
II Tahun Sidang 2017-2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan 
Maluku. 

 
 

II. PENUTUP 
 

 Rapat ditutup pukul 17.45 WIB. 
  
 

Menteri                             
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

 
Ttd. 

 
Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. 

 

Komisi IV DPR RI 
Ketua Rapat, 

 
Ttd. 

 
Edhy Prabowo, MM., MBA. 
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